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Denpasar, 26 Februari 2026

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH
Di Jalan Medan Merd

PERIHAL

Dengarn Hormat,

Perkenankanlah Kami: _ m— <AN PERMOHONAN |
Dr. Febriansyah Ramadhan, S.H., MH; e - e
Dr. Dewa Krisna Prasada, S.H, MH: No. b8 euu- 20 LJ 1202.L

| Gede Sadia Dwi Ratmaja, S.H., M.H; :
Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H: | Hari 0 —

| Gede Druvananda Abhiseka, S.H., M.H; Tan o B o T €Y

i Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, S.H., M.H: 99al: L= = Qo4
Muhamad Syahnaked, S.H., MH: Jam L il ks
I Made Fajar Pradnyana, S.H., M.H; dan
Kadek indra Dewan Tara, S.H., M.H.
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Seluruhnya bertindak

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
eka Barat Nomaor 8, Jakarta Pusat

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL TERHADAP KATA
“KEUANGAN" DALAM PASAL 16 AYAT (6), PASAL 20 AYAT (2)
HURUF C, DAN DPASAL 20 AYAT AYAT {4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN {LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 292 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5801), TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
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DED
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sebagal penerima kuasa, memilih alamat tempat kedudukan

hukum di Kantor Sekretariat Fakultas Hukum, Gedung C, Lantal 2, Universitas
Pendidikan Nagional, Ji. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali
HP: 082231241826 e-mail: febriansyahri72@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 30 Desember 2025 (Bukii P- 1), untuk dan atas nama pemberi kuasa

yaitu:
1. Nama Ni Gusti Agun
Pekeriaan
Alamat
Kewarganegaraan : =44
Sebagai : Pemohon |
2. Nama : 1 Putu Edi Rusmana, S.H, MH
Pekerjaan :
Alamat :
Kewargahegaraan :
Sebagai : Pemohon i
3. Nama : Putu Wahyu Widiartana, S.H, MH
Pekeriaan :
P
Alamat :
Kewarganegaraan : inoonesia

Sebagai

: Pemochon i




MNama
Pekerjaan

Alamat
Kewarganegaraan
Sebagai

Nama
Pekerjaan

Alamat
Kewarganegaraan
Sebagsl

Nama
Pakerjaan

Alamat
Kewargansgaraan
Sebagai

MNama
Pekerjaan

Jamat
Kewarganegaraan
Sebagal

Mama
Pekerigan

Alamat

Kewarganegaraan
Sebagal

» Putra Lorenzo

s Indonesia
Pemohon Y

1 Kadek Jessics Aswanda Putri
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: Ayu Bang Bahari Ken Widyawati
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: Pemohon Vi

1 Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewl
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: Indonesia
: Pemchon Vi

1 Myomaen Widhi Adpyvana, 8. Xom, M.Pd

:indonesia
> Pemohon Vil

Selanjutnya disebut sebagail Para Pemohon,

Adapun Para Pemohon mengaiukan Permochonan Pengujian Materill kata “keuangan”
dalam Pasal 16 ayat {(6), Pasal 20 ayat {2) huruf ¢ dan ayat {4) Undang-Undang Nomaor
30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemsrintahan (selanjutnya, disebut UU Adminisirasi
Pemerintahan), terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 280 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan
Pasal 281 ayat {4} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845 (UUD
MR 1945)

i
1.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengujl undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat
(1) UUD NRIM845 yvang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitust berwenang mengadifl padsa tingkat pertams dan
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ferakhir yang putusannye bersifal Fnal uniuk mengufi undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memulus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memuius pembubaran partal politik, dan memutus persefisihan
tertany hasil pamilihan umam.”

Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang MNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 1587, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 5078) vang menyatakan bahwa:
Mahkamah Konstiusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhlr
yarg putusannya bersifal final untulc

a. menguji undang undang ferhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Bahwa kewenangan MK juga distur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf 8
Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2003 ientang Mahkamah Konstitust
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 MNomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4316) sebagaimana ferakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubshan Ketiga
stas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 218, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8554) selanjutnya disebut UU MK,
yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstilusi berwenang mengadili pada fingkat pertama dan

ferakthir yang putusannya bersifat final untuk: a. mengufi undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguil hal dugaan pertentangan
norma  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negars Repubiik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat {1} Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 teniang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dafam hal suatu Undang-Undang diduge bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negars Republik indonesla Tahun 1945, pengufiannyea
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

Bahwa Objsk Permohonan Pengujian Undang-Undang {PUL) oleh Mahkamah
Konstitusl  adalsh mencakup undang-undang dan Perpu  ssbagaimana
disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamash Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, vang menyatakan bahwa:

“Ohbjek Parmohonen PUL adalsh undang-undang dan Perppu’”,
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Bahwa para Pemochon mengajukan permohonan pengujian materil] atas kete
“keuangan” dalam Pasal 16 ayat (8}, Pasal 20 ayat {2} huruf ¢ dan ayat {4)
Undang-Undang Nomor 30 {shun 2014 tentang Adminisirasi Pemerintahan, vang
beberapa materinya dirubah melalsl Undang-Undang Nomor 8 tshun 2023
tentang Penstapan Persturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tenteng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Bukil P- 2).
Lengkapnya bunyi objek pengujian lalah sebagal barikut:

Pasal 16 ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan (obiek pengujian)
“Datarn hal Senghkela Kewsnangan mernimbutkan keruglan keuvangan
negara, aset negara, dan/ateu lingkungan hidup, sengketa tersebut
diselesalkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan’.

Adapun Fasal lengkap dari Pasal 18 UL Administrasi Pemerintahan:

{1} Badan dan/atay Pefabat Pemerintahan mencegah tefjadinya Sengkets
Kewenangan dalam penggunaan Kewenangearn.

{2} Dalam hal terdjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan,
kewenangan penyelesaian Sengkela Kewenangan berada pads
anfara atasan Pejabst Pemerintahan vang bersengkela melalu
koordinasi untuk menghasitkan kesepakatan, kecuall ditentukan lain
datam ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} menghasilkan kesepakatan maks
kesepakstan lersebul mengikal para pihak vang bersengkeia
sepanjang Hdak merugiian keuangan negara, aset negara, dar/aiau
fingkungan hidup.

{4) Dalam hal penyslesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} tidak menghasifkan Kkesepakaian,
penyelesaian Sengketa Kewenangan oi lingkungan pemsrintahan
pada Ungkat lerakhir diputuskan oleh Presidsn.

(5} Penyelesaian Sengkets Kewenangan sebagaimansa dimaksud pads
ayat (2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh
Mahkamah Konstitusi.

(6} Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbuikan kerugian keuvangan
negara, aset negara, danfatay lingkungan hidup, sengkela tersebut
diselesalian  sesusi dengan ketenluan peraturan perundang-
undangan

Pasal 20 UL Administrasi Pemeriniahan (obiek pengulian)
Ayat (2 huruf o
“....terdapat kesalshan administratif yang menimbulkan kerugian
keuangan negara”

Ayat {4}
Jika hasll pengawasan aparat intem pemetintah berups lerdapst
kesalahan administratif vang menimbulkan kerugian keuangan negars



sebagaimana dimaksud pada ayat (2} nruf ©, dilakukan pengembalian
kerugian keuangan negara paling lama 10 {sepuluh} hari kerja terhifung
sefak diputuskan dan diterbithkannya hasil pengawasan.

Adapurn Pasal lengkap dari Pasal 20 UL Administrast Pemerintahan:

{1} Pengawasan terhadap larangan penvalahgunaan Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh
aparal pengawasan intern pemerintah.

{2) Hasil pengawasen apsral pengawsssn intern pemeriniah
sebagaimana dimeksud pads ayal (1) berupa: a. lidak terdapat
kezalghan, b, terdapat kesslahan administrafil, atau c. terdapsat
kesalahan administratif vang menimbulikan kerugian keuangan
hegara.

{3} Jika hasil pengawasan aparat infern pemerintah berupa terdapat
Kesalahan administratif sebagaimansa dimaksud pada ayat (2} huruf b,
dilekukan tindak lanfut delerm bentuk penvempurnaan administrasi
sesuai dengan keleniuan peraturan perundang-undangan.

(4} Jika hasil pengawasan aparal intern pemeriniah berupa terdapat
kesalahan administralif yang menimbulkan  kerugian  keuvangsn
negara sebagaimana dimaksud pads ayat (2} huraf o, difakukan
pengemballan kerugian kevangan negera paling lamea 10 (sepuluf
hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil
pengawasan.

{5} Pengembalian kerugian negars sebagaimana dimaksud pada ayat
{4} dibebankan kepada Badan Pemerintahan, spabila kesalahan
administratif sebagaimans dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ terjadi
bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

(6] Pengembalian keriigian negara sebagaimana dimaksud pada ayat
{4} dibsbankan kepada Pejabal Pemsrintahan, apabila kesalshan
administratll sebagaimeana dimeksud pada ayet (2} huruf ¢ terjadi
karena adanyea unsur penyalshgunaan Wewernang.

7. Bahwa objek pengujlan dalam permohonan inl adalah kats dalam UU
Adminisirasi Pemerintahan yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat {1 UUD NRI
1945, Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat {1) huruf a UU
Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, serta Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025, maka Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili permohonan ind,

it KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING; PEMCHON

8. Kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh
setiap pemchon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI1545 kepads MK sebagaimans distur di dalam Pasal 51 ayal
{1} UU MK juncto Pasal 4 avat {1) Peraturan Mahkamsh Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracars Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang




{(PMK 772025}, vang menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) UU MK
“Pemohon adalah pihak vang menganggap halk dan/atau kewsnangen
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunys Undang-Undang, yaif
a. perorangan WhE
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sestai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesaiuan Repubiik Indonssia yang distur dalam Undang-
Undang;
¢.  badan hukn publil dan prival; ataw,
d. lembaga negara™

Belanjulnyz, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UL MK
“Yanyg dimaksud dengan hak konstitusional aa’gfgﬁ hak-hak yang distur
dalarn UUD NRI 1845 7

Pasal 4 ayal (1) PMK 7/2025
{1}  Permohonan sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 2
adalah plhak yang mengsnggap hak dan/stay kewensngan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perpu, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia alau kelompok orang
yang mempunyai kepentingan vang sama;

b, kesatuan hukum masyarakat adat sspanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negars
Kesatuan Republik indonesia yang diatur dalam undang-
undang,
badan hukum publik stau badan hukum privat; atau

& lembaga negara.

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat {1) UU MK juncto Pasal 4 ayat {1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum {legal standing}
datam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi
untuk bertindak sebagal pemohon, dan adanya hak dan/atzu kewenangan
konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunys sustu undang-
undang.

10. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Femohon, perlu pula diuraiken syaral kerugian hsk denfatau kewenangen
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 avat (1) UU MK untuk gdapsat
mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005 dan Putusan Nomeor 11/PULV/2007, vaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRJ 1045 ;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut olsh Pemohon dianggap



11.

i2.

14.

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimochonkan pengujian;

¢. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan akiual
atau setidak-tidaknya potensial yang menuru penalaran yang waljar dapat
dipastikan akan teriadi;

d. adanya hubungan sebab akibat antars kerugian dimaksud dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonian penguijian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permochonan maka
kerugian konstitusional yvang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemochon | Pemochon l, dan Pemochon Il adalah Warga Negars
indonesia yang dibukdiken oleh Karty Tanda Penduduk (TP (Buktd P- 3-5),
yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
{Undiknas} (Bukii P-8), yang secara konstitusional memiliki hak dan kewajiban
untuk berperan akiif dalam pengembangan, pengsiaran, seria pembaharuan
hukum nasional. Bahwa Pemohon | dan Pemchon I merupaksn dosen dengan
konseniras! kefimuan Hukum Pldana (Bulktt P8), yang dalam prakiic
akademiknya fidak hanya mengaiarkan Hukum Pidana dan Hukum Acara
Pidana, tetapi juga Hukum Keuangan Negara, suatu bidang kajian yang secara
inheren berada pada persimpangan antars hukum pidana dan  hukum
administrasi negara, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara
dan perianggungjeawaban pejabat pemerintahan. Dalam pengajaran tersebul,
konsep “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negaras” merupakan mater
fundamental vang harus dijelaskan secara presisi, sistematis, dan konsisten
kepada mahasiswa,

Bahwa Pemochon Il adalah dosen FH Undiknas yaeng mengampu Hukum
Administrasi Negara (Bukii P-8), termasuk di dalamnya pembahasan mengenai
Administrasi Pemerintahan, mekanisme pengawasan intern pemerintah, seria
batas-batas kewenangan pejabal pemerintahan. Dalam prosss pengajaran dan
pengembangan Keilmuan tersshut, Pemochon ! secara nyals menemukan
perscalan serius pada Pasal 20 UU Administrast Pemerintahan, kKhususnya
adanya ketidaksinkronan dan kontradiksi terminologis (contradictio in terminis)
antara frasa "keruglan keuangan negara” dan “keruglan negara”.

. Retidakkonsistenan Inl bukan sskadar persoslan redaksional, melalnkan

menimbuikan Kebingungan konseptual yang menghambal Pemohon il dalam
menjalankan iugas akademiknya, serla menyulitkan mahasiswa dalam
mermahami baias domain hukum administrasi dan hukum pidana sehingga tidak
bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa, Persoalan ini
menurut Pemohon H juga tidak bisa terselesalkan dengan menerapkan &sas
preferenst hukum ketlika terjad! problemikontli norma satu dengan lalnnya.,

Bahwa sebagal bagian daf Perguruan Tinggi, Pemohon i, Pemchon H, dan
Pernohon 1l terikat pada fungs! dan tujuen Pendidikan Tinggl sebagaimana distur
secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikarn Tinggl (Bukli P-7), di bawah Universitas Pendidikan Nasional, yang

-



16.

17.

18.

18.

menyatakan bahwa Pendidikan Tinggl berfungst:

a. mengembangkan kemampuan dan membenfuk watak seria peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b, mengembangkan Bivitas Akademika yang inovalif, responsil, kresiif
terampil, berdaya saing, dan kooperstif melalyl pelaksanaan Tridharma;
dan

c. mengembangkan lHmu  Pengetshuan dan  Teknologi  dengan
memperhatikan dan menerapkan nilal Humaniora.

Bahwa dalam konteks Inllah, ketika para Pemochon menemukan norma hulium
yang tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi
menggeser domain hukum administrasi ke ranah hukum pidana secara tidak
tepal, para Pemohon memiliki kepeniingan konstitusional langsung uniuk
mengajukan psrmohonan penguiian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Kelkutsertagn Pemochon |, Pemahon I, dan Pemochon H dalam permohonan &
guo merupakan wujud nyate pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggl,
khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan
fimu hukum, agar norma yang digi menjadi lebih konsisten, rasional, dan
memberikan kepastian hukum, bailk bagl penyelenggara pemerintahan, dunis
akademik, maupun mahasiswa sebagal generasi penerus bangsa.

Bahwa Pemgchon IV, Pemohon V, Pemochon Vi, dan Pemochon VI adalah Wargs
Megara Indonesia, yang dibukiikan dengan KTP (Buktl P- 8-11), vang berstatus
sebagai mahasiswa akiif Fakulias Hukum Universitas Pendidikan Nasional
{Undiknas) (Bukli P- 12-15), Berdasarkan Pasal 1 ayat {15) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 fentang Pengidian Tinggl, mahasiswa adalah pessrta
didik pada jenjang Pendidikan Tinggl. Dengan demikian, para Pemochon
merupakan subjek hukum yang secara sah dan langsung berada dalam sistem
pendidikan finggl serta terikat pada hak dan kewsjiban akademik yang dilindungi
oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagal mahasiswa dan anggots Sivitas Akademika, kedudukan para
Pemohon ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggl, yang memposisikan mahasiswa sebagai insan
dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi dirl di
perguruan  fnggh untuk menjedi  infelektusl, Hmuwan, praktisi, dan/atau
profesional. Oleh karena Hu, para Pemohon tdak dapat dipandang sebagal
subiek pasif, melainkan sebagal individu yang memiliki kesadaran kiitis dan
tanggung jawab intelekiual terhadap perkembangan ilmu pengeilahuan dan
prakiik hukum nasional,

Bahwa Pemochon IV dan Pemochon V, memiliki minat akademik yang kuat
terhadap studi Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan isu penegakan
hukum, tindak pidana Korupsi, dan perfanggungjgawaban Keuangan negara.
Dalam prosss pendidikan akademiknya, Pemohon IV dan Pemohon V  telah
menempuh mata kuliah antara lain Pendidikan Ant Korupsi, Hukum Pldana, dan
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21.

22,

Hukum Acara Pidana, serta secara sk mengembangkan polensinya melalul
kegiatan akademik seperfl pelatthan, seminar, dan diskusi #miah. Minat
akademik tersebut juga mencakup kajian Hukum Keuangan Negara, sehingga
para Femochon mempelalar secara feoritis dan normstf perbedasan antara
konsep "kerugian keuangan negara” yang lazim digunakan dalam hulum pidana
dan konsep “keruglan negera” yang berada dalam ranah hulkum administrast
negara. Bahwa sejalan dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 ientang Pendidikan Tinggl, para Pemochon sscara akif
mengembangkan potensinya meialul pembelajaran, pencarian kebenaran limiah,
sefta penguasasn dan pengembangan lmu pengetahuan hukum. Dalam
kerangka tersebut, Pemochon 1V dan Pamochon V menemukan dan menyadari
adanya permasaighan nommatif dalam obiek pengulian, khususnya
ketidakkonsistehan terminologi dan Kontradiksi konsep antara frasa "Kerugian
keusngan negars” dan "kerugian negara” sebagaimana tercermin dalam Passl
20 ayat {2} huruf ¢ dan ketentuan ayst-aya! selanjutnya dalam Undang-Undang
Administrast Pemerintahan, yang menimbulkan ‘kebingungsan akademik' serta
berpotensi mengaburkan batas domain antara hukum administrasi dan hukum
pidana.

Bahwa selain kegiatan akademik, Pemochon IV juga akiif sebagal anggota Badan
Eksekutf Mahaslswa-Pemerintehan  Mahasiswa  {BEM-PM) Unlversitas
Pendidikan Nasional (Bukti P-18), serta terlibat dalam berbagai kajian dan
respons Kritis terhadap isu-isu hukum dan penyelenggaraan negara. Sementara
itu, Pemohon V saat inl menjabat sebagal Kelua Badan Eksekulif Mahasiswa
Fakultas Hukum {BEM FH} (Bukfl P-17), dan secars akiif mengikull serts
mengadvokas! isu-isu hukum skiual balk pads tdngkat nasional maupun lokal.
Altivitas tersebut merupakan wujud konkret darl kebebasan akademik
sebagaimana dijamin dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggl, yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk
menggunakan penalaran limish secara bertanggung lawab,

Bahwa Pemochon Vi dan Pemochon Vi adaleh mshasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pendidikan Nasional yang memiliki minat akademik ferhadap studi
Hukum Administrasi Negara dan tata kelola pemsrintahan, seria secara akiif
mengikuli pembslajaran dan kegiatan akademik yang membahas administrasi
pemerintahan,  mekanisme  pengawssan  intemn pemerintah,  dan
pertanggunglawaban administraslt pejabatl pemerintahan. Minat akademik
tersebut menjadikan para Pemochon secara langsung berkepentingan dengan
keberlakuan norma yang diuji, karena menyangkut pemahaman konsepiual yang
menijadi dasar pambentukan kompetensi skademik dan profesional di masa
depan.

Bahwa Pemohon Vil adalah Warga Negara Indonesla {Bukt P<18), yang saat Ini
menjabal sebagal Kepala Desa {(Perbekel, Desa Kukuh, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Ball, yang saat ini sedang menjabat
sebagal Kepals Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014



23.

24.

25,

tentang Desa. Pemchon VIl menjadi Kepals Desa Berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Tabanan Nomor 180/888/03/HK/2024 tentang Perpanjangan Masa
Jabatan Perbeke! di Kabupaten Tabanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2014 tentang Perubshan kedua Ates Undang-Undang Momor 6 tahun
2014 tentang Dess, tertanggal 14 Jurd 2024 (Bukdl P-18). Dengan kedudukannys
tersebut, Pemohon VH merupakan pejabat publik di tingket pemerintsghan dess
yang secara langsung menjalankan fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan
adminisirasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan, Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrast Pemerintahan, vang menyatakan: "Badan
darvatau Pejgbat Pemerintahan adalsh unsur yang melaksanakan Fungsi
Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara
lainnya.” Pemohon Vill sebagal Kepala Desa secara hukum termasuk dalam
pengeriian Psiabat Pemerintahan, karena menjalankan fungsi pemerintahan di
lingkungan pemerintahan desa sebagal bagian dari sistem pemerintahan negara.
Selanjuinya, Pasal 1 ayat (2} Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menyatakan: “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi
dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meljpuli  fungsi
pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.”

Bahwa sebagal konsekuensi yuridis dar kedudukan tersebut, seluruh ials
laksana pemeriniahan vang dilskukan oleh Pemchon Vill—termasuk
penggunaan kewenangan, penerbitan Kepulusan dan/atau iindakan administrasi
pemerintahan, penggunaan diskresi, pengelolsan keuangsn desa, seria
pertangoungiawaban administrast lalnnya—wajlb tunduk dan patuh pada sslurgh
kaidah hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam UU Administrast
Pemerinizhan, termasuk ketentuan mengenai pengawasan, penilaian kesalahan
administratif, dan mekanisme pengembalian Kerugian negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan yang menjadi objsk
pengulian galam permochonan a guo.

Lebih lanjut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan kewenangan yang sangat luas dan sirategis kepada Kepala Desa.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang aniara lain untuk
memimpin  penyelenggaraan  Pemerintehan  Desa;  mengangkat  dan
memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuassan pengelolasn
Keuangan dan Aset Desa; menelapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggarsn
Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina
ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; mengembangkan perekonomian
Desa; mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; serts mewaldli
Desg di dalam dan di luar pengadilan,

Bahwa untuk menjalankan kewenangan dan langgung jawab vang besar
tersebut, Pemerintah Desa—yang dipimpin oleh Kepala Desa—mengelola dan
menggunakan berbagal sumber pendanaan negara. Berdasarkan Pasal 72
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dess, pendapaian dess
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bersumber antara ialn darl pendapalan asi desa, alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanjs MNegara, bagian dari hasii pajak dan refribusi daerah, baniuan
keuangan dati APBD provinsi dan kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak
ketiga, serta Dana Desa. Belanjulnys, Pasal 1 angka {8) Peraturan Pemeriniah
Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengslolaan Transfer ke Daerah, Dana Dess
adalah bagian dari TKD yang dipsruntuikkan bagl desa dengan juan untuk
mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

26 Bahwa dengan struldur kewenasngan dan pengelolaan keuangan tersebut,
Permochon Vil memilidi hubungan hukum yang langsung, nyats, dan erat dengan
keberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerinighan yang menjadi
objek pengujian, dendan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pemochon VIl merupakan peiabat pemerintahan yang sscara langsung
mengelola dan bertanggung jawsb atas penggunaan anggaran hegars
dan keuangan desa, sehingga apsablla dalam pelaksanasan tugasnya
teriadi kesalzhan administratif, maka mekanisme penilaian kesalahan
dan pengembalian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20
Undang-Undang Administrast Pemerintahan akan diterapkan secara
langsung kepadsa Pemohon VL

b. Ketidaksinkronan dan ketidakpastian terminologl antara frasa “kerugian
keuangan negara” dan “kerugian negara” dalam Pasal 20 Undang-
Undang Adminisirasi Pemeriniahan berpotensi menempatkan Pemohon
Vill pada risiko penarikan kesalshan administralif ke ransh hukum
pidana, meskipun tindskan yang dilskekan berada dalam domain
administrasi pemerintahan dan dilaksanakan tanpa niat jahat (mens rea).

c. MNorma yang tidak konsisten tersebut mencipiakan ketidakpastian hukum
bagi Pemohon Viii dalam menjalarikan kewenangan pemerintahan desa
secara akuntabel dan bertanggung jawab, karena setiap keputusan dan
tindakan adminisirasl berpotens! dinllal secara berbeda oleh aparst
pengawasan maupun penegak hukum, sehingga mengganggu prinsip
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan
yang dijamin oleh UUD NRI 1845,

Dengan demikian, Femochon VIll memiliki kedudukan hukum {(legal sfanding}
yang sah dan kuat sebagal Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-
Undang Administrast Pemerintaghan & quo, karena hak konstitusional Pemohon
Vill sebagal pejabat pemerintahan dan warga negara Indonesia dirugikan secara
spesifik, akiual, dan potensial oleh keberlakuan norma yang diuji, serta terdapat
hubungan sebab akibat yang jelas anlara norma tersebut dan kerugian vang
diglami Pemohon VIL

Kerugian Para Pemochon

27. Bahwa ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan konsepiual dalam Pasal 20
ayat (2} huruf ¢ dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang
menggunakan frasa "kerugian keuangan negara’, sementara ayat (5) dan ayal
{6} dalam pasal yang sama menggunakan frasa ‘“kerugian negars”, telah
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menimbulkan kelidakjelasan norma dan kelidakpastian hukum.

28. Para pemohon kaitannya dengan objek pengujian ini menyadari, mengikuti
dinamika, tentang kaburnya batas antara domain hukum pidana dan hukum
administrasi negara dalam penyelenggaraan nagara, sehingga ada banvak
pejabat yang sebenamya melakukan kesalahan prosedur-tanpa niat jshat-
langsung ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Beberapa
tahun sebsiumnya ini menjadi isy krusial, sebagaimana penibertaan Kompas
“Menko Polhukam: Kesalahan Adminisirasi Tidak Bisa Ditindak Pidana Korupsi”
{bttps://www.kompas.id/artikel/menko-polhukam-kesalahan-administrasi-tidak-
bisa-ditindak-pidana-korupsi} {Bukti P-20}. Jauh sebslumnya, Mahkamah melalut
putusan MK 25/PUU-XIV/2018 juga telah memberi kontribusi untuk memberi
batasan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam urusan
tindak pidana korupsi, dengan menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1)
dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bukli P-21). Akan tetapi,
dalam prakiik masih sulit untuk diterapkan, dan kehadiran objek penguiian ini
semakin memperparah kekaburan batas antara hukum pidana dan hukum
administrasi negara.

29. Hak konsfitusional Pemohon i, Pemochon i, dan Pemohon Hl vang dirugikan ialah
sebagai berikut:

a. Pembukaan UUD NRI 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
hukum dan pemerinizhan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

¢, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.”

d. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945 “Setfiap orang berhak sias pengskuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil seria perlakuan yang sama
dihadapan hukum.”

&, Pasal 31 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1845 “Pemerintah memajukan iimu pengetahuan dan teknologi
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa uniuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umal manusia.”

30. Hak konstitusional Pemohon 1V, Pemochon V, Pemchon Vi, dan Pemohon Vil
yang dirugikan islabh sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Segala wargs negars bersamaan kedudukannya of dalam
hukum dan pemerinfahan dan wajib menjunjung hukum  dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya®

b. Pasal 28C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun
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1845 “Sellap orang berhak mengembangkan dii melalul pemenuhan
kebutuhan dasamya, berhak mendapat pendidikan dan memperoieh
manfaat dari iimu pengetshuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualites hidupnyva dan demi kesejshieraan umat manusia”

¢. Pasal 28C ayat (2} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1845 “Sefiap orang berhek uniuk memajukan dirinyae dalam
meamperjuangkan haknya secara kolektif uniuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya”

d. Fasal 28D ayat {1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonsesia
Tahurnn 1945 “Sellap orang berhak &fas pengakuan, [sminan,
periindungan, dan kepastian hukum yang adif seria perialuan yang sama
dihadapan hukum”

e. Pasal 31 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Pemerintah memajukan ilmu pengsiahuan dan teknologi
dgengan menunfang tnggi nilal-nilal agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaben serta kesejahleraan umat manusia’.

31. Hak konstitusional Pemohon Vil yang dirugikan adalah sebagai berikut:

a. Pasal Z8C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesis
Tahun 1945 "Setiap orang berhak uniuk memsjulan dirinyae delem
memperjuangkan haknya secara kolektif untult membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.”

b, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1845 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya doi dafam
hukum  dan pemerintaban  dan walib  menjunjung hukwm dan
pemerintahan itu dengan fidak ada kecusalinya.”

c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Seffap orang berhak atas pengakuan, faminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil seria pertshuan vang samea
dihadspan hukum’.

32. Adapun keruglan yang dislami dan hubungan sebab alibat dengan hak

Pemohon §, Pemochon i, dan Pemohon 1l lalah sebagal berikut:

a. Pemchon I-I mengalami kerugian nyata dalam menjalankan tugasnya
sebagai dosen hukum karens adanya kontradiksi konseptual antara istilah
“keruglan negara” dan “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 16 dan
Pasal 20 UU Administrasi Pemerinishan. Dalam satu rezim yang seharusnys
administratif—berorientasi pada pengawasan intemn dan pemulihan—
digunakan istilah “kerugian keuangan negara” vang secara dokirinal
merupakan {erminclogl khas dalam hukum pidana korupsi dan terkait
dengan unsur delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ul Tipikor sebagaimana
ditegaskan dalam Putusan MK 25/PUUXIV/2016.

b, Kontradiksi inl menjadi problem konkret di ruang kelas. Pemohon
menggunakan studi kasus putusan pengadilan dan praktik kebijakan untuk
menjsiaskan perbedaan kessalahan administralif dan findak pidana, namun
dalam prakiile diterrukan bahwa mekanisme administratif dapat berung



pidana. Nota Kesepshaman Kemendagri-Kejeksaan—Polrt  Nomor:
100.4.7/437/84; 1 Tahun 2023; NK/1A/2023 merangkal audit APIP,
kewajiban pengembalian dalam 80 han, dan kemungkinan proses pidana
apabila Hdak terpenuhi, Pola yang sama tercermin dalam Putusan Tipikor
PN Palu Nomor 80/Pd.Sus-TRK/Z024/PN Pal dan Nomor 81P Bus-
TPR/2024/PN Pal, vang menunjukikan bagalmans temuan administratif dan
kewajiban pengembalian dapat bertransformasi menjadi konstruksi findak
pidana. Akibatnya, Pemohon -l menghadapi kesulitan konkret uniuk
menjelaskan secara konsisten bafas sntara administrasi dan pidana,
Kerugian ini bersifat akdua! karens terjadi dalam keglatan mengajar sehark-
hari; bersifat spesifik karena dialami langsung dalam kapasitas profesiona
sebagal dosen hukum; dan bersifat potensial karena akan terus berulang
selama norma a duo tetap kontradikiif dan tidak sinkron dengan prakiik.

c. Terdapat hubungan sebab-akibat vang jelas, penggunaan istilah “kerugian
keuangan negara’ dalam norma administratf menimbulken ambiguitas,
ambiguitas terssbul diperkust dalam prakiik kebijakan dan putusan
pengadilan, dan akhimya menciptakan ketidakpastian konseptual yang
mengganggu proses pendidikan hukum. Dampaknya bersifat konstitusional:
hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI{G45}
tergangoy; mandat mencerdaskan kehidupan bangsa {(Pembukaan UUD
NRI 1845) tldak dapat dijalankan optimal; pengembangan timu pengetahuan
{(Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1845) {erhambat; partisipasi kolektif dalam
pembangunan hukum (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1948) terbatas; serta
potensi disparitas perlskuan yvang berentangan dengan Pasal 27 ayst {1}
UUD NRI 1945 tetap terbuka. Dengan demikian, norms 8 quo sscars
tlangsung menjadi sebab terlanggarnya hak konstilusionsl Pemohon -1

33. Adapun kerugian yang dialami dan hubungan sebab akibat dengan hak

Femohon IV, Pemohon V, Pemohon Vi dan Pemohon Vil islah sebagai berikut:

a. Bahwa Pemochon V-Vl sebagal mahasiswa FH Undiknas secara langsung
dirugikan oleh ketidaksinkronan Pasal 18 dan Pasal 20 UU Administrast
Pemerintahan yang menggunakan frasa “kerugian keuangan negara” dan
“kerugian negara” secara tidak konsisten. Dalam proses pembelajaran, para
FPemohon mempelajari bahwa "kerugian keuangsan negara” merupakan
tsrminologl yang hidup dalam rezim pldana dan msnsyaratkan unsur
melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serla pembukiian kerugian
nyata, sebagaimana dalam UU Tipikor dan ditegaskan dalam Putusan MK
25/PUU-XIV/2016. Namun pada saal yang sama, norma a  guo
menempatkan istilah {ersebut dalam mekanisme administratif,

b, Koniradiksi il meniadi nyala ketika dalam prakiil {vang menjadi studi kasus
bahan ajar} melalul Nota Kesepahaman Kemendagri-Kejaksaan-Polr
Nomor: 100.47/437/8d; 1 Tahun 2023; NK/MMN2023, mekanisme
pehgawasan administratif, audit APIP, dan kewajiban pengembalian dalam
60 har dirangkal dengan kemungkinan findsk lanjut pidena apabils
pengembalian tdak terpenuhl, serta terkonfirmasi dalam Putusan Tipikor PN
Paiu  Nomor B60/PId.Sus-TPKR/2024/PN Pal dan MNomor 61/Pid.Sus-
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TPRZ2024/PN Pal. Akibatnya, Pemohon V-Vl mengalami kebingungan
konseptual yang akiual dalam memsham! batas tegas antara kesalshan
administralif dan tindak pidana korupsi. Kerugian ini bersifat spesifik karena
diglami langsung dalam kapasiias merska sebagal mahasiswa hukum yang
sedang membentul dasar kelimuan; bersifal akiual karena mempengarohi
pemahaman mater kuliah, diskust akademik, dan penyusunan ugas; seria
bersifat potensial karena jika norma tetap muititafsir, maka nalar hukum yang
terbeniuk berisiko keliru dan akan mempengaruhi prakiik hukum mereka di
masa depan, Keadaan ini pada akhimyas merugikan hak mereks sias
kepastian hukum vang adil dan perlakuan vang sama di hadapan hukum
sebagaimana dijamin Pasal 280 ayat (1) dan Passl 27 ayat (1) UUD NRI
1945,

Bahwa sebagal mahasiswa hikum, Pemohon [V-Vii berhak memperoleh
pendidikan dan manfaat dmu pengsishuan vang jelss, konsisten, dan
rasional. Namun Kelidakpastien normsa a quo yang Kontradiklif dengan
prakiik kebijakan dan putusan pengadilan menyebabkan para Pemochon
tidak memperoleh pemahaman hukum vang utuh dan pasti, karena secara
teoritis kesalahan adminisiralil disjarkan diselesaikan melalui mekanisme
pemulihan, sementara dalam prakiik dapat bergeser menjadi konstruksi
pidana kelika pengembalian tidak terpenuhl. Kondisi i menimbulkan
kerugian akiual dalam proses internalisas! konsep hukum, bersifat spesifik
karena teriadi pada fase pembentukan kompetensi akademik dan
profesional, setia bersifat potensial karena berisike membentuk nalar hukum
yang merntolerir pencampuran rezim administrasi dan pidana. Akibainya,
Pemohon V-Vl terhambat delam mengembangkan dirl dan membangun
argumentast hukum yang konsisten dalam forum akademik maupun
partisipasi kolektif, sehingga hak mereka sebagaimana dilamin Pasal 28C
ayat {1} dan ayat (2} UUD NR! 1845 turut dirugikan oleh keberlakuan norma
A guo.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat {causa verband} yang nvata antarg
keberiskuan Pasal 186 dan Pasal 20 UU Administrast Pemerintahan-—yang
menggunakan frasa "kerugian keuangan negara” dalam rezim administratif
secara fHdak konsisten dengan frasa “keruglan negara’—dengan
terlanggamya hak konstilusional Pemohon V-Vl sebagal mahasiswa
hukum, Kstidaksinkronan terminologl terssbut menimbuikan ketidakjslasan
batas antara domain administrasi dan pidana, yang dalam prakiik diperkuat
oleh Nota Kesepahaman  Kemendagri-Keigksaan-Polri  Nomor:
100.4.7/1437/8d; 1 Tahun 2023; NK/M/1/2023 serta putusan Tipikor {antara
lain PN Palu Nomor 80/Pid. Bus-TPK/2024/PN Pal dan Momor 81/Fid.Bus-
TPK/Z2024/PN Pal), sshinggs kesalshan aoministratif yang semaestinya
diselesaikan melalul mekanisme pemulihan dapat bergeser menjadi proses
pidana. Keadaan ini secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam materi yang dipelajari Pemohon IV-VI, sehingga mengganggu hak
atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat {1}
LD NRIMS45, serle berpotenst melahirkan perlakuan hukum yang tidak
seragam terhadap subjek dalam keadaan yang sama, vang berlentangan




dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagsimana
dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1845,

e. Akibat dari ketidakpastian dan konfradiksi norma ferfsebut, Pemohon IV-Vil
tidak memperoleh pendidikan hukum yang uluh dan konsisten, karensz
konsep yang digjarian secars teorilis tidak selaras dengan norma 8 quo dan
prakiii penerapannya. Hal inl menimbulian kerugian aitusal dalam proses
pembelajaran dan pembentukan nalar hukum, serta kerugian potensial yang
menurtt penalaran walar dapat dipastikan akan beranjul selama norma
tetap mullitafsir, Dengan demikian, hak Pemohon untuk mendspat
pendidikan dan memperoieh manfaat darl iimu pengetahusn sebagaimana
dijamin Pasal 28C ayat {1) UUD NR1 1845 menjadi terlanggar, dan pada saat
yang sama menghambat hak Pemohon untuk mengembangkan diri dan
berpariisipasi secara kolekilf dalam pembangunan sistem hukum nasional
sebagaimana dijamin Pasal 280 ayat {2) UUD NRI 1845,

34. Adapun keruglan yang dialami dan hubungan sebeb akibat dengan hak

Pamohon Vill ialah sebagai berikut:

a. Bshwa Pemohon VIl adalah Kepala Desa yang menjalankan kewenangan
pengelolzan Dana Desa, pengambilan kepulusan administratif, seria
nelaksanaan program pembangunan yang setlap saat berada dalam ruang
pengawasan dan audit. Dalam prakiik penegskan hukum, sebagaimana
tercermin dalam Putusan Tipikor PN Palu Nomor 80/Pid Sus-TPK/2024/PN
Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, terdapat pola di mana perkara
bermula dari kesalahan administraiil dalam pengelolaan keuangan dess,
kemudian dilakukan audit oleh aparat pengawasan, Smbul lemuan adanys
kerugian, diberikan kesempatan pengembalian, dan ketika pengembalian
tidak terpenuhi dalam jangka waltu tertentu, perkara berlanjut ke proses
pidana. Pola tersebut juga dilembagakan dalam Nota Kesepahaman
Kemendagri-Keiaksaan-Polri Nomor: 100.4.7/437/8J; 1 Tahun 2023;
NK/MA2023, yang merangkal mekanisme pengawasan administratif dengan
kemungkinan tindak lanjut pldana apabila pengembalian tidak diselesaikan
dalam 80 harl.

b. Pemohon Vill bukan pihak dalam perkara-perkara tersebut. Namun, sebagai
Kepals Desa dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sejenis,
Pemohon VIl menyadar sscara rasional bahwa la berpotens! mengalami
situasi yang sama, yakni melakukan kesalahan administratif tanpa niat jahat
(mens rea), kemudian Hmbul temuan audif, diminta melakukan
pengembalian, dan apabila tidak mampu mengembalikan dalam batas wakiu
tertentu, berisiko ditarik ke ranah pidana, Risiko tersebut bersifat spesifik,
karang mslekat pada jabatan dan kewenangsn Pemohon VL bersifat
akiual, karena dalam menjalankan tugasnya Pemohon VL harus
menghadap! ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum dar setiap
keputusan administratil; serta bersifat potensial yvang menurut penalaran
waiar dapat dipastikan dapat terjadi, mengingat pola tersebut telah nyata
terjadi dalam praktik terhadsap Kepala Desa lain, Kondigl inl menimbulkan
rasa takut berlebihan (over deterrence) dalam pengambilan kebljakan desa
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dan menghambat optimalisasi pelayanan publik.

c. Ketidakpastian tersebut bersumber dari keberlakuan Pasal 18 dan Pasal 20
UU  Administrasl Pemerintshan yang menggunakan frasa “Kerugian
keuangan negara” secara tidak konsisten dengan frasa “kerugian negara”,
sehingge mengaburkan batas antara rezim administratif dan rezim pldana.
Ambiguitas normatlf inl menjadl sebab  langsung tmbulnya risiko
kriminalisasi atas kesalahan administratif dan menciptakan ketidakpastian
hukum bagi Pemohon Vill. Akibatnya, hak atas kepastian hukum yang adil
sebagsimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1845 menjadi terancany,
prinsip persamasn Kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin
Pasal 27 ayat {1) UUD NRI 18458 berpotensi dilanggar Karena perbedaan
tafsir dapat menimbulkan periakuan yang tidak seragam; serta hak Pemohon
Vil untuk memajukan diri dan berkontribusi membangun masyarakat desa
sebagaimana dijamin Pasal 280 ayat (2) UUD NRI 1845 menjadi terhambat
akibat kelidakpastian norma tersabut.

d. Bahwa terdapal hubungsan sebab-akibat yang jelas antara norma a quo
pasal 18 dan Pasal 20 Ul Administrasi Pemerintahan dengan kerugian
konstitusional Pemohon Vill. Penggunaarn frasa "kerugian keuangan negara”
dalam rezim administratif menciplakan ambiguitas yang dalam prakiik—
sebagaimana tercermin dalam Nots Kesepahaman darn dua Putusan Tipikor
PN Palu—memungkinkan kezalghan administratif tanpa mens rea berujung
pada proses pidana ketika pengembalian fidak terpenuhi. Ambiguitas inilah
yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko nyata bagi Pemohon Vill
dalam menijalankan kewenangannya sebagai Kepaila Desa.

&. Apsabila Msahkamsh mengabulkan permohonan a guo dan mensgaskan
konsistensi konsep dalam rezim administratif, maka terdapat kemungidnan
nyata (redressabilily} bahwa risiko penarikan kesalghan administratif ke
ranah pidana secara prematur dapat dihindar, sehingga kerugian
konstitusional Pemochon VI tidak akan atau fidak lagi terjadi di kemudian
harl.

35. Bahwa dalam prakik pengujien undang-undang di Mahkamazah Konstitusi,
kedudukan hukum pemochon yang berasal dari kalangan akademisi (Dosen
dan/atau Mahasiswa) {elah berulang kali diterima dan diakui. Peran akademisi
dinilal memiliki konitribusi signifikan dalam perkembangan hukum melalul
mekanisme pengujian undang-undang. Untuk memperkuat legal standing dalam
perkara a quo, para Pemohon merujuk pada putusan Mahkamah Konstitust yang
menegaskan bahwa Dosen dan/atau Mahasiswa dapat memiliki kedudukan
hukum sepanjang berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1848 | yang juga menjadi batu uji dalam
permohonan inl, Berikut petikan putusannya:

{3.5.2] “Menimbang bshwa Pemochon H dan Pemochon W adalah
perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing merupakan
mahasiswa Fakulias Hukum Universitas Sahid Jakaria pada jenfang S1
{vide buldi P-8 = bukfi P-10} dan dosen di STISIP Bina Marla seria
mahasiswe program doktor #mu hukum di Faladtas Hudwm Universitas



386.

Sebslas Maret (vide bukif P12 sampal dengan bukil P<18). Pemohon i
dan Pemohon lll merasa dirugikan karena adanya peruasan makna hak
angket pada Pasal 79 ayat (3} UU 17/2014 yang dilakukan oleh DPR
kelika menggunakan hak angkst terhadap KPK fidak memberkan
kepastian hukum bagi para Pemochon baik sebagal Mahasiswa dan
Dosen dalam memaknal norma Serta pelaksanaannys sebagaimans
difamin pada Pasal 280 ayat {1} UUD NRI 1945 . Walaupun Pemohon i
dan Pemochon il tdak sscara spesifik menguraikan kerugian
konstitusionainya, sspanjang berkenaan dengan hak atas kepastian
hukumn yang adil sebagaimana digtur dalam Pasal 280 ayat (1) UUD NR}
1845 , Mahkamah berpendapat snggapan para Pemohon potensial
dirugikan hak konstitusional dimaksud telah jelas. Dengan demikian,
Pemohon Il dan Pemochon Il memiliki kedudukan hukum unitk
mengajukan permohonan 3 quo”. {Bagian Perfimbangan Hukum-
Keduduken Hukum (Legal Standing) Pemohon, him 88, Putusan MK
36/PUU-XVI2017) (Bukll P22},

Dengan demikian para Pemohon ielah memenuhi kualitas dan kapasilas sebagai
Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1845
sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum
mewakill kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU
Pemilu terhadap UUD NRI 1845 .

Bahwa meskipun Pemohon Vi buken pejsbat/aparal pemerintahan yang
sgeara langsung nduk pads UU Administrasi Pemeariniahan, para Pemohon
adalah nsan skademis vang berperan sebagal pengamat, terlibat dalam
advokasi, serta berkontribusi melalui pengajaran dan penelitian {erhadap objek
yvang diuji, sehingga memiliki kelerkaitan konstitusional yang nyata dengan
norma a qguo. Kuslifikasi demikian tslah berulang kall diterima dalam prakiik
Mahkamah Konsttusl, termasuk dalam pengujian UU Momor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan DIY, di mana para pemohon yang tidak mermiliki hubungan
langsung dengan jabatan Sultan-Gubsrnur tetap dinyatakan memiliki kedudukan
hukum Karena kapasitasnya sebagal akilvis dan pengamat isu publik. Dengan
demikian, posisi Pemohon -V telah memenuhi syarat kedudukan hukum dalam
penguilan a quo. Lengkapnva, Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan
sebagat berikut:
Bahwa Pemohon |, Pemohon Hi, Pemohon lli, Pemohon iV, dan Pemohon
V, berdasarkan curticuium vitae yang diseriakan dalatn Permochonan a
guo {buklfi P-4 s.d. bukfi P-11} secara fakival menunjukkan vang
bersangkutan adalah akiivis penggiat antl diskriminasi, khususnya
ferhadap perempuan, dan oleh Mahkamah sudah beberapa kall diterima
kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-
Undang yang berkenaan dengan jabatan publik di bidang legisiatif (DPR,
DPD, den DFRD) yang memuat isu diskriminasi ferhadap perempuan
meskioun yang bersangkutan Hdsk mencalonkan diri sebagal anggots
DPR, DPD, atsu DPRD, sebagaimana tertuang dalam Putusan



37.

38.

L

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Putusen Mahkamah
Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014. Dengan demikian, oleh karena isu
dalam permohonan a quo juga berkail dengan persoalan diskriminasi
terhadap perempuan, sebagaimana diuraikan pada anglka 2 di atas, maks
pertimbangan Mahkamah dalam menerima kedudukan hulum Pemohon
i, Pemochon ll, Pemochon H, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam kedus
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pula terhadap
Permohonan a quo sehingga Pemochon I, Pemachon i, Pemohon [,
FPemohon IV, dan Pemohon ¥V memiliki kedudukan hukum untuk berfindak
selakil Pemohon dalam Permiohonan a guo.

{Baglan Pertimbangan Hukum-Kedudukan Hukum {Legal Standing)
Pemohon, him 292, Putusan MK 88/PUU-XIV/20186) (Bukti P-23).

Bahwa kedudukan hukum Pemohon -V sebagal akademisi dan mahasiswa
hukum tidak dapat dipandang sebagal pihak yang tidak berkepentingan, karena
Mahkamah Konstitust telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional dapat
bersifal polensial sepanjang menurut penalaran wajar dapat dipastikan teriadi.
Dalam perkara a quo, Pemohon IV-Vil sebagal mahasiswa hukum yang kelak
menjadi pensgak hukum atau aparstur negara berpotensi dirugikan oleh norma
yang kontradiktif dan tidak tegas membedakan rezim sdministrasi dan pidana.,

Ketidakjelasan antara “kKerugian negsrs”™ dan “kerugian keuangan negerg’
berisiko membentuk nalar hukum yang keliru dan melanggengkan pergeseran
kesalahan administratif ke ranah pidana. Dengan demikian, kerugian para
Femohon bukan semata skademik, melainkan konstitusional dan potensial
karena menyeangkut hak atas kepastian hukum vang adi serta hak memperoleh
pendidikan hukum yang rasional dan sistemslis. Hal inl sejalan dengan
peﬁsmbangan MK dalam putusan MK 118/PUU-CAI2025:
................... Berkenaan dengan anggapan polfensi kerugian hak
konsiitusional Pemohon | dan Pemohon Il akibat berlakunys Penjefasan
Pasal 66 UL 32/2009 yanyg dimohonkan pengujian, menurul Mahlamash,
Pemohon | dan Pemohon H telah dapat menjelaskan adanya anggapan
potensi kerugian hak konstitusional vang memiliki hubungan sebab-akibat
{causal-verband) dengan berlakunya Penjelasan yang dimohonkan
pengufian. Dalam baias penalaran yang wajar, anggapan potensi
kerugian hak konstitusional lerssbut bersifat spesifik dan potensial yang
dapat dipastikan akan terjadl, karena dengan adanya Penjelasan Pasal
86 UL 32/2009 menyebabkan Pemohon | dan Pemohon Il berpofensi
Hidak mendapatkan perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak
atas fingkungan hidup vang baik”,

POKOK PERMOHONAN

38. Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah sebagal berikut:

a. Pasal 16 ayat (6) UU Administrasi Pemerinishan
“Datam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian kevuangan
negara, asst negara, darvatsy lingkungan Wdup, ssngkels tersebut
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disclessien sesual dengan ketentuan perefursn  perundang-
undangan”.

Pasal ini diuji karena menggunakan frass "kerugian keusngan negsara”
dan permochonan il meminta Kepada Mahkamah Konstitush untuk
menghapus frasa “keuangan” sehingga berubah menjadi “Keruglen
Negara" yang menjadikan UU Administrasi Pemerintahan tertib istilah dan
semakin menegakkan baias hikum administrasi negara dan hukum
pidana, Pasal 16 ayat (8} diyji juga karena uniuk menysragamkan
senggunaan frasa-agar terlb hulum dan tertib logike—sebagaimana
yang digunakan di dalam Pasal 20 UU Administrast Pemerintahan. Oleh
karena frasa “kerugian keuangan negara” fidak hanya terdapat dalam
Pasal 20 dan juga terdapat dalam Pasal 18, maka Pasal 16 juga menjadi
obiek permohonan a guo

B. Pasal 20 UU Administrast Pemerintahan
Ayat (2} huruf ¢
“L.lerdapal kesalahan adminisiralif yang menimbulkan kerugian
keuangan negara.”
Ayat {4}
Jika hasill pengawasan aparal intern pemerintah berupa terdapst
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara sebagaimana dimaksud pada avat {2} hurif ¢, dilakukan
pengembalian kerugian keuangan negara pafing lama 10 {sepului)
hari kera terhitung sefak diputuskan dan diterbitkannye hast
pengawasan.

Pasal ini diuji karena menggunakan frasa “kerugian keuangan negara”
dan permchonan ini meminia kepada Mahkamah Konstitusi untul
menghapus frasa “keuangan” sehingga berubah meniadi “Kerugisn
Negara” yang menjadikan UU Administrasi Pemerintahan teriib istilah dan
semakin menegakkan batas hukum adminisirasi negara dan hukum
pidana. Pengujian frasa tersebut dalam ayal {2} dan (4) karena
beteniangan dengan ayal (5} dan (6) vang menggunakan frasa "kerliglan
negara” yang tentu makna dan hakikatnys sangat berbeda. Para
pemohon berpendapal, yang bensar dan harus digunakan islah frass
dalam Pasal 20 ayat (&) dan ayat (8) karena masih dalam rezim hukum
administrasi dan sejalan dengan logika Undang-Undang Nomor 1 tahun
2024 tentang Perbendaharaan Negara, sehingge para pemohon meminia
Mahkamah Konstitusi untuk menghapus kata "keuangan” dalam Pasal 18
ayat {6), Pasal 20 ayat 2 huruf ¢ dan ayat {4) UU Administrast
Pemerintshan, sehingga berubah menjadi "Kerugian Negara®. (Dalil ini
akan dijabarkan lebih lanjut dibawah inij

40, Baty gl BUD NRI 1845 yang digunakan untuk mengujf frasa “keruglan ksuangan
negara” dalam Pasal 18 ayat {8) dan Pasal 20 ayat (2) huruf ¢ dan {4) adaish
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42.

43.

44,

sebagail berikut

a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1845:°Segala warga negara bersamaan
kedudukannya df dalam hukum dan pemeiiniahan dan wafib menjunjing
hukum dan pemerintahan itu dengan fidak ada kecuslinya”

b, Pasal 28D ayat (1} UUD NRI 1845:"Sellap orang berhak gtas pengakuan,
jaminan, perindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum’

c. Pasal 280 ayat (3) UUD NRI 1946:"Sefiap waiga negara berhak
memperolsh kessmpatan vang sams dalam pemerintahan”

g. Pasal 281 ayal (4} UUD NRI 1845 Perlindungan, pemajushn, penegaken, dan
pemenuhan hak asasi manusia adslah tanggung fawab negara, terutama
pemerintah”.

Perbedaan Konseptual dan Normatif antara
Keruglan Negara dan Keruglan Keuangan Negara
Bahwe dengan mencermatll peraturan perundang-undangan di indonesia
terdapat pembedaan konsepiua! vang legas antara istilah “kerugian negara” dan
“kerugian keuangan negara”, karena masing-masing memiliki dasar normatif,
rezim hukum, tujusn pengaturan, serla konsekuenst yuridis yang berbeds,
sehingga tidak dapat dipertukerkan atau dicampuradukkan tanpe menimbulkan
kekacauan logika hukum dan ketidakpastan norma.

Bahwa “kerugian negara” secara normalif dilelakkan dalam rezim hukum
adminisirasi negara yang berorientast pada pemulihan keruglan dan perbaikan
tata kelola (bukan pemidanaan), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angks
22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negars,
yang menyatakan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyala dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengafa maupun lalal”

Bahwa definist “kerugian negarg” tersebul menunjukkan karakter administrast
yang khas, karena mencakup perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai, sehingga sejak awal pembentuk undang-undang menempatkan "kerugian
negara” sebagai kategor yang tidak selalu mensyaratkan niat jahat (mens rea),
melainkan dapat lahir dari Kelalalan administratif yang lazim terjadi dalam prakiik
penyelenggaraan pemerintahan. Rezim kerugian negara didesain dengan
mekanisme penyelesaian administratif dan pemulihan melalul kewajiban ganti
rugl, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 {sntang Perbendeharsan MNegara, yang menyatakan: "Ssliap
keruglan negarafdasrah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalalan sessorang harus segera disslesaikan sesusi dengen ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.” Konsepsi pemulihan tersebut
semakin nyata dalam Pasal 89 ayat {2} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendsharaan Negara (Bulkdl P-27), vang menyatakan: “Bendahars,
pegawal negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewsftban yang dibebankan kepadanys
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48,

secara langsung merugikan keuangan negara, wallb menggenti kerugian
tersebutf.” sehingga secara sistemilc "kerugian negara” berimplikasi pada tuntutan
ganti Kerugian (TGR) sebagal instrumen administratifiperdata, bukan instrumen
pemidanaan,

. Bahwa selain dalam UU Perbendaharaan Negara, pengertian “kerugian negara”

juga digunakan secara konsisten dalam beberapa peraturan perundang-
undangan lain, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (Bukli #P-28), Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesalan Gantl Kerugian Terhadap Bendshara (Bukdi P-
25}, seria Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Keruglan Negara/Daerah Terhadap Pegawal Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Bukil P-30), yang keseluruhannya menegaskan
bahwa “kerugian negara/daerah’ adelsh kalegor yang berorientssi pads
penggantiarn/pemulihan.

Bahwa berbeda dengan ity, “kerugian keuangan negars” merupaian terminologi
yang hidup dan digunakan dalam rezim hukum pidana, khususnya tindak pidana
korupsi, sebagai unsur akibat {resuff} yang dilekatkan pada perbuatan melawan
hukum dan/atau penvalahgunaan kewenangan yang berfujuan memperkaya
atau menguniungkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1988 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juneto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, vang menyatakan: “Sefiap orang
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mempérksaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negera afsu
perekonomian negara, dipidana...”. Konsepsl pidana tersebut juga ditegaskan
datam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19885 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang
menyatakan: "Seflap orang yang dengan tijuan menguniungkan diri sendiii atau
orang lain alau suatu Korporasi, menvalahgunakan kewenangan, kesempatan
afay sarana yang ads padenya karens fabalan afau kedudukan yang dapst
merugikan Keuangan negares alau perekonomian negeara, dipidena...” sehinggs
“keruglan keuangan negara” secara hakikal merupakan konsep yang dilekatkan
pada mens rea (lujuan menguntungkan/memperkaya) dan konsekuensi
pemidanaarn,

47. Bahwa untuk mencegah perluasan pemidanaan yang berlebihan, Mahkamah

Konstitusi telah menegaskan standar pembuktian “kerugian keuangan negara”
dalam tindak pidana korupsi harus berupa kerugian nyata (actual loss), bukan
sekadar potensi {polential lossj, sebagaimena dilegaskan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Z25/PULLXIV/IZ018, yang pada pokoknya
menempatkan unsur “merugikan keuangan negarg” sebagal unsur yang harus
divahami benar-benar terjadi atau nyata untuk dapat diterapkan dalam findak
pidana korupsi.

48. Bahwa standar “keruglan keuangan negara” sebagal kerugian vang telah dapat



50.

51.

52,

dihitung juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat {1} Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1888 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncio
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, vang menyalakan: “Kerugian keuangan
negara adalah keruglan yang sudsh dapat dihitung jumiahnya berdasarkan hasi
temuan instansi yang berwenang stau akuntan publin yang difunjuk” sehinggs
rezim pidana menuntul parameter yang iebin ketat, terukur, dan berbasis
pembukiian.

. Bahwa kewsnangan untuk menysiakan ada atay Hdaknya "kerugian keuangan

negara’ sebagal Kerugian yang bersifat deklaratf jugs ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberiakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Pidana
angka 8}, yang menvatakan: “Instansi vang berwenang menyatakan ada tidaknya
keruglan keuangan Negara adslaly Badan Pemeriksa Keuangan yeng memiliki
kewenangean konstitusional...” sehingya terdapat garis kewenangan yang harus
dijaga agar unsur “kerugian keuangan negara” tidak difafsirkan serampangan.

Bahwa dengan konsiruksi normatif tersebut, dapat ditegaskan pembedaan rezim
sebagsl berikut:

a. “Keruglan negarg” adalah konsep dalam UU Perbendaharaan Negara (UU
1/2004) yang berorientast pada pemulihan dan ganti rugi administratif,
sedangkan;

b, “kerugian ksuangan negara” adalah konsep dalam UU Tipikor (UU 31/1888
Juneto UL 2002001} yang berorientasi pada pemidanaan dan mensyaratian
mens reg serta actual loss, sehingga kedua istilah ini tdak boleh
ditempatkan dalam satu norma administratif tanpa penielasan yang tegas
karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan  Kontradiksi
konseptual.

Mengapa untuk mendsfinisikan konsep terssbut—Keruglan negars dan

kerugian keuangan negare—petly dengan pendekatan undang-undang

lainnya? Karena di dalam UU Administrasi Pemerintahan sama sekall ‘tidal’
memberikan definsl vang operasicnal ferhadap kedua Kkonsep terssbuf,
ketiadaan Hu dapat dicermati dalam Pasal 1 UU Adminisirasi Pemerintahan

Bahwa penggunaan frasa “keruglan Keuangan hegarg” dalam norma yang
hakikatnya mengatur mekanisme administrasi pemerintshan  berpotensi
menggeser logika administratif sebagal primum remedium menjadi logika pidana
sebagal primwm remedium, padshal Mahlkamah Konstitusi melslul Pulusan MK
Nomor ZB/PULLXIVZ016 telsh menegaskan pentingnys pehempatan pidana
sebagal ulimum remedium setelah instrumen administratif ditempuh dalam
perkara yang beririsan dengan tindakan pemerintahan.

Bahwa permbedaan “"kerugian negarg” dan “kerugisn keusngan negara” juga
berkorslas! langsung dengan pembedaan kesalehan administralif dan tndak
pidana, sebab “kerugian negarg” secara normatil dapat ighir darl kelalalan



{administratil), sedangkan “kerugian kevangan negara” dalam Kerangka tpikor
melekal pada tindakan yang mengandung fujuan memperkaya/menguntungkan
{mens rea}, sehingga pencampuradukan keduanya akan membukea ruang mulii-
tafsir yvang mengaburkan batas antara ranah hukum administras! negara dan
hukum pidana.

. Bahwsa cleh karena i, dalam kerangks pengujian nomma 8 guo, penegasan

perbedaan konsep ini menjadi fondasl utama untuk menunjukkan bahwa
penggunaan frasa "Kerugian keuangan negara” dalam norma administras
pemenntahan bukan hanya masaiah redaksional, mselainkan menyangkut {erlib
istilah, tertib logika, kepastian hukurm, serta diferensiast reziim sanksl yang harus
dijaga secara konsisten oleh pembentuk undang-undang.

54. Untuk menjelaskan perbandingan, berikut perbandingan dalam bentuk tabel

Aspek

Kerugian Negara

¥erugian Keuangan Negera

Dasar Hukum

Undang-lindang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Momor 31 Tahun 1888 juncio
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tipier

Definisi Normatif

Heruglan Negara/Dasrah adalsh lekurangen
wang, strat berharga, dan barang, yang nvala
dan pasil jumiahnya sebagal akibal perbuaian
melawan hukum baik sengaja maupun lafal”
{Pasal 1 angka 22 UU 12004)

Tidak didefinistkan  secars esksplisi, tetap
meadi unsur akibat pidang dalam Passl 2 ayat
{1} dan Pasal 3 UU Tipikor

Rezim Hukum

| Mukur Administras Negara

Huan Pidana

Unsur Kesalghan

Dapat terjadi karena kelalalan alau kesalahan
adminisiratif

Harus mengandung niat jahat {mens rea)

Eifat Keruglan Dapat barupa potehtial loss maupun aotual | Hards berups actual loss {Putusan MK No.
foss ZEPULRINI2018)

Tujuan Pemuithan keuangan negara dan | Pemidanaan dan efek jera

Pengaturan pembenahan administrasi

Konsekuenst Kewailban pengembalian keruglan negara Pigana peniara dan/atau denda

Hutleum

imiplikast Jika | Pergeseran kesalghah administralf ke renah | Kidminalisast  Kebljakan  dan tindakan

Dicampuradukian | pidana pemstintshan

Kaburnya Batas Normatif Antara Rezhm Hukum Pldana dan Hukum
Administrasi Negara Akibat Ketiadaan Pemisahan Tegas Kerugian Negara dan
Kerugian Keuangan Negara
55, Bahwa dengan merujuk pada penjslasan sebelumnya, telah nyata dan jsias

hahwa lelah lerdapst perbedaan konseplual antara “kerugian negars” dan
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“keruglan Keuangan negara™. Akan tetapl perbedaan tersebut memang harus
ditemukan di dalam berbagal peraturan perundang-undangan yang beragam dan
penegak hukum harus melakukan ‘penemuan hukum’ unfuk menemukan,
mengharmoniskan hingga menafsivkan dan mensrapkannys ke dalam perkara-
perkara spesifik.

. Bshwa di dalam Pasal 20 UU Administrast Pemerintahan, pembentuk undang-

undang menggunakan istilah yang tidak seragam dan bahkan kontradiktif dalam
satu rangkaian norma vang sama, karena Pasal 20 ayat {2) huruf ¢ menyebut
‘kerugian keuangan negara” melalsl frass erdapal kesalahan administratif yang
menimbulkan keruglan keuangan negarg”, Kemudian Pasal 20 ayst (4) kembali
memerintahkan “pengembalian kerugian keuangan negarg” melalul frassa
“dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh}
hari kerja...”, tetapl pada saat yang sama Pasal 20 ayatl (5) dan ayat (€] justru
menggunakan istilah vang berbeda, yskni “kerugian negars” melalul frasa
“Pengembalian kerugian negara...”, sehingga secars gramatikal dan sistematis
terdapat contradictio in terminis {kontradikst istilah) dalam satu pasal yang
seharusnya membentuk satu desain mekanisme pengawasan dan pemulihan
kerugian secara utuh.

Dalarn praktik, kelidakpastian itu tampsk nyala, salah sstunys dalam Pulusan
Tipikor PN Palu Nomor 60/Pid. Sus-TPK/2024/PN Pal dan Nomor 61/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pal (bukti P-31). Perkara-perkara tersebut berangkat dari
persoalan iaia kelola dan administrasi pemetinighan desa, yang pada awsalnya
berada dalam ruang svaluasi dan pembenahan administralif, Namun, femuan
sudit yang menyebut adanya kerugisn kemudian dijadikan dasar untuk
membangun konstrukst “kKerugian keuangan negara’ dalam kerangka tindak
pidana korupsi.

. Dari sinl {erliat adanya pergeseran signifikan, sesustu yvang semula dipahami

sebagal kesslshan administrafif—yang sscara sistem UU  Administrasi
Pemerintahan seharusnya disrahkan pada koreksi dan pemulthan—berubah
menjadi dasar pemidanaan. Persoalannya bukan semala pada hasil putusan,
melainkan pada kaburnya batas antara dua rezim hukum yang seharusnya
dibedakan secara tegas. Dalam konteks konstitusionsl, situasi seperti ini
menimbulkan problem kepastian hukum, karena pejabat publik tidak lagi memiliki
garis yang jelas tentang Kapan sualu kesalahan berhentl sebagal ranah
administrasi dan kapan ia memasuki wilayah pidana.

Keadaan {ersebui semakin kompleks kelike dikaitken dengan Nola
Kesepahamsan Kemendagri-Kejsksaan-Polr Nomor: 1004.7/437/58); 1 Tehun
2025, NK/1A/2023. Nota Kesepshaman U merangkal proses pengawasan
administratif, kewsajiban pengembsalian dalam jangka waklu 60 hari, dan
kemungkinan findak lanjut pidana dalam satu alur vang berkesinambungan.
Becara normatif, UU Administrasi Pemerintahan menempatkan pengawasan
intern dan pengembalian sebagal instrumen penyelesaian administratif—
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berorientast pada pemulihan, bukan penghukuman. Namun ketika dalam prakiik
alur tersebut disambungkan secara langsung dengan polensi proses pidana
apabila pengembalian tidak ifsrpenuhi selama 60 har, maka batas antara
pembenahan administratif dan pertanggungjawaban pidans meniadi kebur, Hal
iy tercantum dalam Pasal & Nota Kesepahaman
(1) PARA PIHAK sepakat terhadap hasill pemeriksaan atau penyelidikan
yang berindikasi kerugian keuangan negara vang nilainya lebih kecil dari
biaya penanganan perkara dibsrikan kesempatan uniuk menyelesaikan
secara adminisiratif paling fambat 60 {enam pulufi} hari,
{2} Apabila dalam 60 {enam puluh) hari tidal dapet diselesaikan indikasi
kerugian negara sebagaimens dimaksud pada ayal {1} PARA PIHAK
menindakianjufi indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara
pidana.
D titik inilah persoalan konstitusional muncul, norma yang semestinya memberi
kepastian justu menciptakan ruang iafsir yang berlapis, sehingga pejabat
pemerintahan berada dalam ketidakjelasan mengenal konsekuenst hukum dari
indakan administralif yang dilakukannya.

Bahwa kontradiksi terminoiogi terssbut menimbulkan implikasi hukum yang
serius Karena menciptakan kekaburan norma (vagusness) dan Kebingungsn
penerapan, ketlka ayat (2 huruf © dan ayat (4) memakal “keruglan keuangan
negara”, maka frasa ilu secara konseptual “menarik” pembacaan ke rezim
pidana-tipikor {karena istilah tersebut hidup sebagal unsur akibat dalam UU
Tipikor), sedangkan ketika ayst (5} dan ayat (8) memakai "kerugian negsara”,
maka frasa U “menguncl” pembacaan pada rezim administrasi-perbendaharaan
{karena istiah tlersebut didefinistkan dan diselesaikan melslul instrumen
pemulinan/TGR), sehingga aparatur pengawasan, pejabat pemerintahan, dan
bahkan penegak hukum dapat berada pada kerangka berpikir yang berbeda atas
satu peristiwa yang sama: apaksh iz semata kesalshan administratif yang
disslesalkan dengan pemulihan, ataukah telah bergsser menjadi unsur Keruglan
keuangan negara yang kerap dikaitkan dengan konsekuensi pidana.

Bahwa kekaburan itu nyata karena "kerugian keuangan negara” {azim dipahami
sebagal kerugian yang menuntut standar pembukiian yang lebih kelal dan
barsifat "pidana” (terkalt perbuatan vang berfujuan menguntungkan/memperkaya
dan kerugian yang harus nyata), sementara “kKerugian negara”™ dalam rezim
administrasi justry mencakup kelalalan dan berorientasi pemulihan; akibatnya,
norma Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan membuka ruang tafsir yang
saling bertabrakan, misalnya dalam lustrasl sebagal berkul kelike APIP
menemukan "kesalahan administralil” yang berdampak pada berkurangnya
nital/uangfbarang negara, maka jika yang dipakal adalah terminologl “keruglan
negara”, logika hukumnya adalah pemulihan administrasi dan pembebanan
penggantian sesuai siapa vang bersalgh; namun jike vang dipakal adalah
terminologl "kerugian keuangan negara”, logike vang muncul bisa berubsh
menjadi tuntutan pembuktian “keruglan keuangan nsgarg” dalam kerangks
pidana, padahsl forum yang bekeria adalah pengawasan intem adminisirasi,
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bukan proses pidana, sehingga desain norma menjadi tidak terlib dan rentan
diseret keluar dari tujuan awal UU Administrasi Pemerintahan,

Bahwa keadszan di aias pada akhimya menciptakan ketidakpastian hukum {lega/
uncertalnty} karena sublek yang diatur fidak dapat mempradikst secars rasionst
dan konsisten: standar kerugian apa yang dipakal, rezim apa vang bekeris,
instrumen apa yang berlaku, dan konsekuensi apa yang mengikuti; padahal
secara ieori dan asas pembeniukan norma, hukum vang baik harus memilili
makna “pasli”, yakni paling tidak memenuhi karakier tidak kontradiktif, tidak
Kabur, idak mulitafeir pada hal vang pokok, serta membentuk pedoman perilaku
yang dapat ditkut dan diawas! sscara terukur, sehingga kontradiksi terminologl
dalam satu pasal inl dengan sendirinya menurunkan kuslitas norma dan
membtuika ruang dispatiias penerapan.

Atas hal tersebut, maka permohonan inl meminta MK unluk menghapus kata
‘kevangan dalam Pasal 16 ayat {8}, Pasal 20 ayat {2) huruf ¢ dan ayat (4), hal
tersebut didasarkan pada: perfama, permochonan penghapusan kata “keuangan”
adalah karena politik hukum UU Administrasi Pemeriniahan ssgjak awal
merupakan rezim Hukum Administrasi Negars vang mengatur tafa kelola
keputusanftindakan pemerintahan, pengawasan intern, koreksi administrasi, dan
pemutlihan skibat kesalshan administratif, sehingga penggunaan terminoiogl
vang berkonotasi rezim pidana di dalam mekanisme administrasi justru
mengaburkan garis batas vang semestinya dibangun oleh UU Administrasi
Pemerintahan sendirl, dan hal int berterdangan dengan tujuan UU Administrast
Pemerintahan uniuk menata pemerintahan secara skuntabsl melalul instrumsn
administrasi terlebih dahulu. Kedua, karena secara sistematis Pasal 20 UU
Administrasi Pemerintahan sendiri menegaskan arah pemulithan {reparatif) dan
pembebanan tanggung jawab adminisirasi, yang secara logis kompatibel dengan
konsep *kerugian negara” dalam rezim perbendaharaan, bukan dengan konsep
“keruglan keuangan negara” dalam rezim pidana; hal inl tampak dar strukiur
Pasal 20 ayat {4) yang memetintahkan “pengembalian”, dan ayat (5) serta ayat
{8} yang membagi beban pengembalian, sehingga pembacaan yang paling tertib
adalah menempatkan seluruh rangkaian itu dalam satu keluarga konsep vang
sama, yakni "kerugian negara”, bukan mencampurkan dua konsep yang berbeda
rezim.

. Bahwa, kefigs, harmonisast dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dan rezim peraturan perundang-undangan
lainnya, vang secara tegas mendefinisikan “kerugian negara” dan
menempatkannya dalam desain pemulihan administratif, sebagaimana Pasal 1
angka Z2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan
Negara menysatakan “Keruglan Negara/Daerah adslah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumiahnya sebagal akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” dan Pasal 88 ayat {1} Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 {entang Perbendsharaan Negara menegaskan
mekanisme penvelesaian administralif melalul norma "Seliap  kerugian

3873
e



85.

686.

negaraldaerah yang disebabkan cleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang harus segera diselesaikan sesual dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,” seria Pasal 59 ayat (2} Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 ({entang Perbendsharaan Negara mensgaskan
konsekuensi pemulihan dengan norma “Bendshara, pegawal negerl bukan
bendahara, atay pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan negara, wajib menggant Kerugian tersebutl.” sehingga secara logika
rezim, ‘pengsmbalian/penggantian” adalsh karakier utama psnyslesaian
kerugian dalam ranah administrasi-perbendaharaan.

Bahwa, Keempal, adalsh untuk mencegseh pergeseran yang tidak tertib dart
domain administrasi ke domain pidana, karena istilah “kerugian keuangan
negara” dalam prakiik dan dokirin hidup sebagai unsur akibat dalam tindak
pidana korupsi, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1988 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubshan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1998 memuat frasa “dapat merugikan keuangan negara” melalul norma
“Setiap orang vang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkays
diri sendiri atau orang lain atau suafu korporasi yang dapatl merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidans..” dan Pasal 3 UU Tipikor memuat
frasa yang sama melalll norma “Sellap orang yang dengan  tujuan
menguntungkan din sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi,
menyalahgunakan kewenangan... yanhg dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana...”, sehingga mempertahankan frasa “kerugian
keuangan negarg” di dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan berpotens!
menormalisasi cara pandang bahwa kesalahan administralil yang menimbulkan
“kerugian” adalah pintu masuk pidana, padahal UU Administrasi Pemerintahan
semestinya menjadi pagar pembeda yang menjaga agar pidana tidak menjadi
primum remedium.

Dengan menghapus dan menyatakan Keta ‘keuangan’ dalam “kerugian
keuangan negara” bertentangan dengan UUD NRI 1045, dan berubah menjadi
frasa “kerugian negara”, maka para pemochon berharap hal tersebut dapat
menecapai tujuan: Perfama, dapat memberikan kontribusi terhadap peraturan
perundang-undangan mengenal balas terminologl vang fegas, sehingga frasa
“keruglan negara” secara konsisten ditempatkan sebagal domaln administrasi-
pemulihan, sedangkan frasa “kerugian keuangan negara” tidak “ditanam” dalam
mekanisme administrasi secara serampangan, agar pemisahan rezim HAN dan
pidana menjadi terang dalam desain undang-undang. Kedus adalah mambernkan
acuan normatif yang operasional bagi ARPIP, pejabat pemerintahan, dan penegak
hukum untuk membedakan secara lebih disiplin: mana yang harus diselesaikan
melalul koreksi administrasi dan pemulihan kerugian (TGR/pengembalian), dan
mana yang memang sejak awal memenuhi kualitas mens rea serta standar
pembuklian pidana, sehinggs lidak ferjadi kecenderungan menjadikan seliap
kesalshan prosedur sebagal “pintu pidang”. Kelfige adsish memperkust
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kepastian hukum vang adil sebagaimansa dijamin Pasal 280 ayat {1) UUD NRI
1945 | karena norma yang seragam dan fidak kontradiktif akan menciptakan
pedoman yang dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara konsisien,
sehinggs mengurangl disparites fafsir antar institusi dan mengurangl risiko
perlakuan yang berbeda terhadap peristiva yvang seienis.

§7. Behwa, kesmpat adalah mencegah Kriminalisasi kebijakan dan over delerrence
dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena psjabat yang bekerja dengan
ittkad baik memeriukan kepastian bahwa mekanisme administrasi tetap menjadi
ruang utamsa koreksi dan pemulihan atas kesalshan administratif, sehingga {sta
kelola tidak lumpuh oleh rasa takut akibat norma yang Kebur dan bercampur
rezim. Kelima adalah menguatkan desain early warning system dan pemulihan
keuangan negara melalul jalur administras!, karena pembacaan Pasal 20 UU
Administrasi Pemerintahan sebagal mekanisme administrasi vang Kkonsisten
dengan rezim “kerugian negara” akan membual fungsi pengawasan intern
menjadi lebih efeldif menemukan kesalshan, membenahi administrasi, dan
memulihkan kerugian dengan tertib, ianpa menimbulkan bias pidana yang justru
mengganggu orientasi pemulihan dan perbaikan tata kelola.

Pasal 18 ayat {8}, Pasal 20 ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 20 ayat {4) Undang-Undang
Momor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berfentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1545,

Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1845

68, Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1845 pads hakikalnya memust asas
persamaan Kedudukan {equality before the law) dan persamaan perlakuan dalam
pemetintahan, yang menuntut agar setlap warga negara/pejabat pemerintahan
vang berada dalam keadaan yang sama diperlakukan sama oleh hukum dan oleh
aparat negara, serfa agar norma hukum menyediakan standar yang seragam
unfuk diterapkan tanpa disparitas. Prinsip “bersamaan ksdudukannya di dalam
hukum dan pemerintaharn” mensyaratkan norma yang jelas, koheren, dan tidak
kontradiktif, sehingga aparatur pengawasan {APIP) maupun penegak hukum
tidak memiliki ruang tafsir yang terlalu lebar untuk membedakan perlakuan
terhadap peristiwa yang sejenis hanya karena perbedaan pembacaan atas istilah
yang dipakai pembentuk undang-undang.

§8. Bahwa objek penguflan {Pasal 18 ayat {8), Pasal 20 ayat {2) huruf ¢, dan Passl
20 ayat {4}) menggunakan frasa “kerugian keuangan negara” dalam rezim hukum
administrasi pemerintahan, padahal pada rangkaian norma yang sama (Pasal 20
ayat {5} dan ayal (8)) pembeniuk undang-undang menggunakan frasa “kerugian
negara’, sehingosa terdapat kelidakseragaman terminclogl yvang membuka
kemungkinan standar peniialan yang berbeda alas “keruglan™ dalam satu
mekanisme yang seharusnya ufuh. Ketidakseragaman ferminologi tersebut
menimbuikan standar ganda (double standard) dalam penerapan hukum, karena
pada kasus yang sama-sama berangkat dari "kesalahan administralii”, sebagian
dapat dibaca sebagal "keruglan negara” (ogika pemulihan administraliffTGRY],
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sedangkan sebagian lglnnya dapal difari ke pembacaan “Kerugian Keuangan
negara” {meanuiu rezim pidana-tipikor), sehinggs “subiek yang sama—peristiwa
sejenis—berisiko diperlakukan berbeda”.

Bahwa disparitas perlakuan hukum demilian berterntangan dengan Pasal 27 ayat
{1} UUD NRI 1845 | karena norms vang kontradiktf dslem satu desain
mekanisme pengawasan intern dan tndak lanjut pengembalian membual
pelaksanaan hukum menjadi tidak seragam antar instansi/daerah/psjabat,
bahkan membuka ruang selekiivitas dan ketidakselaraan periakuan, Kontradiksi
paling nyata tampak pada desain Pasal 20 tu sendid, karena Pasal 20 ayat (2}
nwruf ¢ dan ayat {4) memerintahkan “pengembalian” dalam jangie wakiu tertentu
atas “kerugian keuangan negara”, namun Pasal 20 ayat (5) dan ayat (8}
membebankan “pengembalian Kerugian negara”, perbedaan istilah ini
memungkinkan perlakuan vang tidsk selars karena ukuran dan olorias
pembukilan “keruglan Keusngan negars” dalam  prekiik pldana  lazim
dipersepsikan lebih kelal, sedangkan mekanisme APIP adalah mekanisme
administratif—akibainya pejabat terientu dapat mengalami konsekuensi yang
{ebih beratfiebih cepat hanya karena istilah yang digunakan.

.Bahwa Pasal 16 ayat (6) memperiugs problem vang sama dalam kontsks

sengketa kewenangan, kerena ketike frasa “kerugian keusngan negarg’
diiekatkan pada sengketz kewsnangan (yeng  hakikatnya domain
administrasi/ketatanegaraan), sengketa fersebui berpotensi terdorong keluar
dari logika administralif yang tertib, sehingga membuka risiko penilaian vang
tidak seragam lerhadap plhak yvang bersengkela—dan pada akhimya
memperbesar risiko periskuan berbeda terhadap subjek yang berada dalam
sengketa yang sejenis.

Bahwa dampak konstitusional dar kebsrskuan norma a3 guo bersifat nyata
terutama bagi Pemohon VI, karens sebagal Kepals Desa yang secars rutin
mengelola keuangan desa dan mengambil keputusan administralll, Pemohon
Vill sangat rentan pada penerapan standar ganda tersebul: satu peristiwa
kesalahan adminisitratif dapal diperlakukan ssbagal “kerugian negara”
{pemulihan administratil), letapi dapatl pula ditafsirkan sebagai “kerugian
Keuangan negsra” (konotast pidana) semalz-mats  karena perbedasan
pembacaan aparatur. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
a quo, dengan menyatakan frasa "kerugian keuangan negara” bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (seria
dibaca meniadi "kerugian negara”), maka dampak langsungnya adalah hilangnya
standar ganda, lerpulinkannya asas persamaan kedudukan, dan lerciptanya
standar penerapan yang sersgam bpagl seluruh pejabat pemerintahan di
indonesia, karena putusan Mahkamah Konstitus! berlaku erga omnes.

Bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) UUD NREJ 1848

73. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UUD NRI 1845 pada haldkatnya menjamin "kepastian

hukum yang adil” (legal certainty with justice) dan periakuan yang sama di
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74,

75.

77.

hadapan hukum, yang mensyaratkan norma disusun secara Konsisten, tfidak
kabur {vaguensss), tidak kontradiidif, dan dapat diprediksi penerapannya.
Kepastian hukum vang adil menghendaki subjek hukum dapat memahami secara
rasional: (i} standar apa yang dipsksi, {ii} rezim aps vang bekeria (administratif
atau pidana), dan (i} konsekuens! aps yang mengikull atas tindakan/kelalalan
administratil; tanpa iy, norma berubsh menjadi multi-tafsir dan menurunkan
kualitas perlindungan hukum. Obiek pengujian secara inheren menimbulkan
ketidakpastian hukum Kkarena memasukkan istilah lintas-rezim, vaitu frasa
“kerugian keuangan negara” yang dalam prakiik dan dokirin kuat berkonotasi
rezim pidansa-tipikor, ke dalam mekanisme pengawassan infern dan pemulihan
administratil {APIP) vang seharusnya selaras dengan konsep “kerugian negara”
dalam rezim perbendaharaan/pemulihan,

Bahwa kontradiksi terminologi dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan
bersifat nyata dan bukan sekadar redaksional, karena ayat {2} huruf ¢ dan ayat
{4) menggunakan “Kerugian keuangan negara”, namun ayat (5) dan ayat (6)
menggunakan “keruglan negara”, sesuatu yang salah dalam teknik pengutipan
norma; keadaan ini merupakan confradicio in terminis yang mengacaukan logika
sistemik salu mekanisme: dari penilaian kesalahan administratif, kemudian
tindak lanjut, pengembalian, dan pembebanan tanggung jawab.

Bahwa akibatnya, sublek yang diatur tidak dapat memprediksi secara pasti
apakah konsekuensi atas “kesalahan administratif® berada mumi pada jalur
admnistrasi  {pemulihan/pengembalian/TGR) atau berpotensi ditarik ke jalur
pidana, karena istilah “kerugian keuangan negara” lszim dibaca sebagai unsur
yang dekat dengan tindak pldang korupsh, keadaan demikian secara langsung
mereduksi “kepastian hukum yang adi’ sebagaimana tertulis dalam pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1845 | Ketidakpastian tersebut semakin serius karena Pasal
20 ayat (4) memerintahkan pengembalian dalam wakiu 10 harl kerja atas
“kerugian keuangan negara”, sementara rezim pidana sendirl menuntut standar
pembuktian dan forum yang berbeda; kelegangan logika-konseptual ind
menjadikan norma fidak terib dan memperkabur standar pembuktian seris
otoritas penentu “keruglan” dalam prakiik pengawasan intern. Pasal 16 ayat (8)
juga menimbulkan ketidakpastian serupa, karena ketika frasa “kerugian
keuangan negara’ dilekatken pads sengkela kewenangan, norma menjadi tidak
jslas apakah penyelesaiannys telap dalam koridor administrasifietatanegarasn
yarng proporsicnal atau terdorong pada konsekuenst lintas-rezim yang lebih
berat; hal ini melemahkan jaminan kepastian hukum yang adil.

. Bahwa kefidakpastian ini berdampsk paling nyata bagi Pemohon VI, karena

dalam prakdik pemerintahan desa, pengelolaan anggsran dan keputusan
administratif selalu berada dalam ruang pengawasan; sehingga frasa yang kabur
tersebut menciptakan risiko berkelanjutan bahwa kesalahan administratif tanpa
mens rea dapat ditafsirkan berlebihan menjadi pintu masuk konsekuensi pidana.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitugl mengabulkan permochonan & guo, maka
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78,

78.

terdapat kemungkinan nyata bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon—
terutama Pemohon Vili—tidak akan atau tidak lagi terfadi, karena norma menjadi
jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum yang adil mengenai batas
antara kesalahan administratif dan tindak pidana, dan akibainya mengikat bag
semua plhak (srga omnes). Dampak pengabulan permohonan juga bersifat
akadernik dan sistemik, karena kensistensi penggunaan istiiah “kerugian negara”
dalam rezim administrasi akan memulihkan kepastian konseptual bagi
pengajaran dan pembelajaran hukum di universitas, sehingga dosen dan
mahasiswa Hdak lagl dipaksa mengajarkan norma yang kontradiktif dalam satu
pasal, dan kusiitas pendidikan hulium menjadi lebih rasional, sistematis, serta
sesual mandat kepastian hukum.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1845

Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1845 menjamin kesempatan yang sama
bagt setiap warga negara untuk berpartisipasi dalem pemerintahan, yang secara
hakikat mencakup jaminan bshws warga negara tidak dihambat oleh desain
norma yang menimbulkan ketakutan berlebihan (over deterrence) atau
kelidakpastian konsekuensi hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan,
Kesempatan yang sama dalam pemerintshan mensyaratkan iklim tata kelola
yang rasional dan terukur, di mang pejabat pemerintahan dapat menjalankan
kewenangan/diskrest secara akuntabel tanpa rasa takut yang tidak proporsional
akibat norma yang kabur dan bercampur rezim.

Bahwa objek pengujian justru menciptakan hambastan fakiual terhadap
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, karena frasa “kerugian Keuangan
negara” dalam mekanisme administrasl pengawasan intern menimbulkan
persepsi risiko pidana yang melekat bahkan pada kesalahan administratif tanpa
mens rea, sehindga pejabat pemerintahan—terutama pada level desa—
berpotensi mengalami over dsisrrence dalam mengambil kepulusan. Over
deterrence tersebut menurunkan kualitas partisipast dalam pemerintahan, sebab
pejabat menjadi enggan menggunakan kewenanganidiskres! yang diperiukan
masyarakat karena khawatir kesalahan prosedur administratif akan “dibaca”
sebagal pintu masuk keruglan keuangan negara dan berujung kriminalisasi;
kondisi ini menggerus makna kesempatan yang sama yang dijamin Pasal 280
ayat (3) UUD NRI 1845 |

80. Bahwa dampal tersebut sanget relevan bagl Pemochon VI, karena

pemerintahan desa menuntul keputusan cepat dan responsif atas kebutuhan
warga; norma yang kabur membuat pejabat desa cenderung defensif, lamban,
dan menghindari findakan administralif vang sebenarmys diperlukan untuk
pelayanan dan pembangunan. Apabila permohonan & guo dikabulkan, maka
kejelasan norma akan memulinkan Kiim pemerintahan yang sehat, menekan
over deferrence, memperkuat perlindungan hukum bagi pejabat yang bekeria
dengan itikad balk, dan menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara
untuk menjalankan fungsi pemerintahan, serta berjaku umum (erga omnes).



81.

82.

83.

Bertentangan dengan Pasal 281 ayat {4) UUD NRI 1845

Bahwa Pasal 281 ayat (4) UUD NRI 1845 mewajibkan negara—ierutama
pemerintah—untuk mefindungl dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk
menjamin kepastian hukum, periakuan yang selara, dan perindungan dari
tindakan sewenang-wenang. Kewsjiban Il menuntut pembentuk undang-
undang menyusun norma yang jelas, konsisten, dan tidak Kontradiktif, Namun,
penggunaan frasa “kerugian keuangan negara” dalam mekanisme pengawasan
dan pemulihan administratif justru membuka ruang tafsir yang mengaburkat
batas antaras administrasi dan pidana, sehingga berpotensi mendorong
kiiminalisasi atas kesalahan administratif, Padshal, polilk hukum UU
Administrast Pemerintahan adalah menempatkan penyelesaian melalul korekst
dan pemulihan dalam rezim administrasi, bukan pemidanaan.

Bahwa keiika negara membiarkan norma administrasi bercampur dengan
terminclogl pldana tanpa penegassn yang legas, negara gagsl memenuhi
kewajiban perlindungan, karena subjek hukum {pejabatl pemerintahan) tidak
memperoleh jaminan sistem hukum yang dapat diprediksi, dan aparat berpotensi
menafsirkan secara luas yang bertijung ketidakadilan. Pasal 20 avat (2) huruf ¢
dan ayat {(4) mengatur mekanisme pengembalian dalam kerangka APIP,
sehingga secara {ujuan adslah pemulihan; namun penggunsan “kerugian
keuangan negara’ menggeser orientast Hu der protekiif-reparatif menjadi
represif, dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk memastikan
instrumen administrasi berfungsi sebagal pagar awal (early warning system)
sebelum konsekuensi yang lebih berat,

Bahwa Pasal 16 ayat (8) juge menimbulkan konsekuensi serupa, karena
sengketa kewenangan yang seharusnya diselesaikan secara teriib dalam koridor
administrasi/ketatanegaraan dapat ferdorong pada konsekuensi lintas-rezim
akibat frasa "kerugian keuangan negara”, sehingga perlindungan atas kepastian
dan Keadilan menjadl melemah.

. Bahwa apabila Mahkamah Konstitust mengabulkan permochonan & qguo, putusan

yang bersifat erga omnes akan memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh
pihak terkait, khususnya pejabat pemerintahan yang bekerja dengan itikad baik,
karena norma menjadi seragam “kerugian negarg” dalam rezim administrasi,
sehingga menulup ruang mult-lafslr vang berpotenst sewenang-wenang dan
menegakikan kemball pemisahan HAN dan pidana. Dampak pengabulan
permohonan juga menjangkau dunia akademik, karena konsistensi terminologi
akan menghilangkan kontradiksi konsepiual dalam ieks undang-undang,
memberikan kepastian bagi dosen dalam pengsjeran dan penelitian, serta
memberikan kepastian bagl mahasiswa dalam pembslajaran mengenal batas
domaln hukum administrasi negara dan hukum pidana, sehingga mandat negara
untuk memajukan pemahaman hukum yang rasional dan berkepastian dapat
bekerja secara lebih teriib.

86. Dengan demilian, penghapusan kats “keusngan” dalam frasa “kerugian




86.

87.

.

keuangan negara” adalah langksh Kkonstitusional yang proporsional, untuk
menghilangkan ketidakpastian, memperkuat perlindungan hukum, mencegsh
kriminalisasi kesalahan administralif tanpa mens rea, serta menegakkan kembali
fungsi hukum administrasi negara ssbagal instrumen pemulihan dan perbalkan
tata kelola pemerintahan.

Bahwa objek pengujlan delam permchonan & quo secarz konsisten dan
menyeluruh ditujukan terhadap kata “keuangan” dalam frasa “kerugian keuangan
negara” sebagaimana tercanium dalam Pasal 16 ayal (6), Pasal 20 ayat (2) huruf
c, dan Fasal 20 ayal (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan inl, maks tidak akan terdapat pertentangan maupurn
inkonsistensi secara internal dalam UU Administrasi Pemeriniahan, karena
keseluruhan norma yang memuat frasa fersebut telah dimohonkan pengujian,
sehingga penggunaan terminologi dalam satu rezim pengawasan dan pemulihan
administratif menjadi seragam, tertib istilah, dan tertib logika.

Bahwa secara eksternal, pengabulan permohonan inl justru skan memperkuat
harmonisasi dan sinkronisasi dengan rezim “kerugian negara” dalam berbagai
peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta regulasi furunannya, yang
secara konsisten menempatkan "kerugian negarg” dalam kerangke administratif
dan berorieniasi pada pemulihan. Dengan demikian, korekst terhadap frasa a
guo tidak hanya menata konsistensi internal UU Administrasi Pemerintahan,
tetapl juga memperteguh koherensi sistem hukum nasional dalam membedakan
secara tegas antara rezim hukum administrasi negara dan rezim hukum pidana,

PETITUM

Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat
kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memuius hal-hal sebagai berikut:

1.
2.

3.

Atau

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan kata "Keuangan” dalam Pasal 16 ayat (6}, Pasal 20 ayat (2} huruf ¢,
dan Pasal 20 ayat (4} Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56013,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan

Memerintahkan pemuatan putusan int dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamsah Konstitusi berpendapat lasin, mohon putusan vang seadil-adilnya fex
gaguo st bona).
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